| SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN NDAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA

Menimbang

Mengingat

SUMBER DAYA ALAM PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PRINGSEWL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Fasal 41
Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017
tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat
Guna dalam Pengelelaan Sumber Daya Alam Desa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perailuran
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalamm Mengelola
Sumber Daya Alam Pekaon;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewn di  Provinsi
Lampung {Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2068 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4932);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beherapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679}



10,

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 176, 'lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Ahli T'eknologi Kekayaan [ntelektual serta Hasil Kegiatan
dan Penelitian dan Pengembangan eleh Perguruan
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomer 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4497);

Peraluran Pemerintazh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014  tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 123, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5539,
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pocmerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Aias
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia MNormor
5717);

Peraturan Pemerintgh Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor >558) sebagairmana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomeor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S694);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Notnor 206);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan
Teknologi Tepat Guna;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Pedoman Ummum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingeal
dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentarng
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;,



Menetaplean
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Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program
Inovasi Desa;

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015
Namor 20y,

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM PEKON.

RAR I
KETENTUAN UMUM

Pa=al 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

oomo N e

10.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
Bupati adalah Bupati Pringsewu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerabh Kabupaten
Pringsewi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang
selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten
Pringsewu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.

Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
Camat adalah Camat di Kabupaten Pringsewa.
Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pringsew.

Kepala Pelkeon adalah Kepala Pekon di Kabupaten
Pringsewu.

Pemberdayaan masyarakat adsalah upava
pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi
yang memungkinkan masyarakat mampu membangun
dirl dan lingkungannya Ssecara mandiri  melalui
pemberian sumberdaya, kesempatan dalam
pengambilan keputusar, serta peningkatan
pengetahuan dan keterampilan masvarakat.
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12.

13.

1.

i5.

16.

17.

18.

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG
adalah teknologi wvang sesual dengan  kebutuhan
nlasyerakat, dapat menjawab permasalahan
masvarakat, tidak merusak lingkungan, dapat
dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara
mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek
ekonomi dan aspek lingkungan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya
gisebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di
kecamatan  vang — memberikan pelayanan teknis,
informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Pekon
selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga
kemasyarakatan di pekon yang memberikan
pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis
TTG.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan
tekmologi dengan itujuan memanfaatkan kaidah dan
teori  ilmu  pengetahuan yang telabh  terbukt
kebenarannyas uniuk meningkatkan fungsi, manfaat
dan aplikasi ilima pengetahuan dan teknologt yang telah
ada atau menghasilkan teknolog baru.

Inovasi adalah kegialan penelitian, pengembangan
dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks
ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untzk
mencrapkan imu pengetabuan dan tekneolegi yang
telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah
danjatau kepala Pekon dalam memberdayakan
rmasyarakat.

Usaha mikro adalah wusaha produlktf milik orang
perorangan danfatau badan usaha perorangan yang
mementthi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangarn.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan cleh orang perorangan
atau badan usaha wyang bukan merupakan anak
perusahaan  atau  bukan cabang perusahaan vang
dimiliki, dikuasal atau menjadi bagian langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar vyang memiliki kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan.
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Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktf vang
berdiri sendir, yang dilakukan oleh orang percrangan
atau badan usaha wvang bukan metupakan anak
perusahaan atau bukan cabang pcrusahaan yang
dirmilili, dikuasai atau menjadi bagian langsung
mwiaupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjuatan tahunan  sebagaimana dialur  dalam
peraturan perundang-undangan.

Kemitraan adalah kerja sama dalarm keterkaitan usaha
baik langsung maupun tidak langsung atas dasar
prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat
dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, peneliian, pengembangan,
bimmkingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi
penyclenggaraan  pemberdayaan masyarakat dan
pengeloiaan teknolog tepat guna.

Badan Usaha Milik Pekon yang sclanjutnya di scbut
RUMPekan, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebhagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
pekon yang dipisahkan guna mengelola asct, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya wyang dimanfaatkan
sebesar besarnya untuk kes¢jahleraan masyarakat
pelkon.

Badan Usaha milik bersama Pekon selanjutnya disebut
BUMAPekon merupakan Badan Usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimilik cleh 2 {dua
Pelkon atau lebih untuk kerjasama antar pekon dan
pelayanan usaha anlar pekon melalul penyertaan
sccara langsung yang berasal dari kekayaan pekon
yang dipisahkan guna mengelcla aset, jasa pelayanan,
dan usaha lainnya vyang dimanfaatkan sebesar
besarnyva untuk kesejahterasn masyarakat pekon

Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau wji terap
hasil inovasi pengembangan TTG dari Masyarakat dan
atau instansi/lembaga pemerinlah dan swasta dengan
maksud untuk mempercepat penyampalan atau difusi
teknoelogi spesifik kepada pengguna.

BARB I
TUJUAN DAN PRINSIP

FPasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
adalah :



a. meningkatkan kemandirian dan daya saing
mutu /kualitas produk daerah dan nasional melaluai
pemanfaatan/penggunaan TTG;

b, menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi
masyarakat dalam pengembangan dan/atau
Implementast [lmu Pengetahuan dan Teknelogi {(IPTEK)
datam pembangunan daerah,

c. menciptakan kesempatan kerja bary; dan

menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam

pengembangan dan/alau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan  masyarakat melalui pengelolaan TTG
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
partisipatif;
keterpaduan;

T 2

mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
kerwawasan lingloangan;
memberdayakan masyarakat setempat;

memberikan manfaat secara herkelanjutan; dan

" ™m0 oA

sederhana.

BAB 11
ARAH DAN SASARAN

Pa=al 4

Pemberdayaan masyarakat meclalui  pengelolaan TTG
diarahkan pada pemanfaatan danfatanz pengembangan
TTG sesual dengan kebutuhan nyata masyarakat dan
permasalahan daerah, antara lain:

a, produksi industri mikro, kecil dan menengah;
b. lingkungarn;

¢, sosial lkkemasyaralkatan; dan

d

teknologi lainnya.
Pasal 5

(1} Basaran produksi industri mikro, kecil dan menengah
schapgaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk
meningkaikan mulu preduk yang dihasilkan induosiri
milkra, kecil dan menengah agar mampu bersaing di
pasar lokal, nasional dan internasional.



(2)

(3)

(4]

Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 hurwf b, untuk mengendalikan kerusakan
lingkungan melaiui teknolegi pemanfaatan limbah,
teknologi  penanggulangan  pencemaran, tekmalogl
penyediaan air bersih dan sumber energi altermatif yang
ramah lingkungan.

Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf ¢, untuk menciptakan keamanarn,
kctertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan
pengembangan  teknolegi dan sesuai potensi dan
kebutuhan Daerah untuk peningkatan ekonomi
masyarakat dan pelayanan kepada masyarakal.

BAB IV
KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatlu
Umum

Preanl &

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat
melaln pengelolaan TTG melalui:

a.

b
C.
d

"

h

(1)

pemetaan kebutuhan;
pcenglajian;

uji coba;
pengembangan;
pemasyarakatan; dan
pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7
Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Paszal & hurul a, anlara lain dilakukan melalui:
a. pengumpulan data dan informasi;
jenis TTG;

jenis usaha

sosial budaya; dan

oo T

potensi sumber daya daerakh.



{2) Hasil pernetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud
pada ayat |1} digunakan untuk perencanaan
pemanfaatan dan pengembangan TTG.

{(3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), menjadi bahan
masukan dalam penyusunan rencand program jangka
menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengkajlan dan Ujl Coba

Pasal &

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil
pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan telmologi
vang sesual dengan kebutuhan masyarakat danjatau
permaszlahan Daerah.

i2) Pelaksansan pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain
yvang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul o,
dilaltukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang
sesual dengan kebutuhan masvarakat dan/atau daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Teknelogi Tepat Guna

Pasal 10

{1l Pengembangan sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 6
huruf d, dilakukan melalui inowvasi teknologi yang
dirniliki rmasyarakat.

(2) Inovasi tekneologi sebagaimana dimaksud pada avat
{1}, melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara
berjenjang mulai dari tingkal Pekon, Kecamatan dan
Kabuparen.

(3] Lombka incvasi TTG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan paling kurang 2 {dua} tahun sekali.

(4] Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat kabupaten
stbapaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim
vang ditetapkan dengan keputiisan Bupati.



Pasal 11

Hasil Pengembangan  leknologl  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 10, Kepala Dinas mengupayakan untuk
mendapatkan  sertifikat HAKI terhadap TTG dan
dilnksanakan sesuali dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemuasyarakatan Teknologi Tepat Guna

Pasal 12

(1) Permasyarakatan TG dimaksud untuk
menycbarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat
dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

(2) Pemasyaratan TTG sebagaimana dmaksud dalam Pasal
& huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi
vang ditujukan kepada masyaralaat, melalui kegiatan
antara lain:

gelar TTG;
provek percentchan (pilot project);

oo

fasilitasi proses inkubasi;

komunikasi, informasi, publikasi TTG;
edukasi TTG;

pembentukan Lernbaga / pos pelavanan TTG

temu informasi TTG:

F R O™ T a0

pelatihan:

pendampingan;
f. magang:

j—tn
.

[3) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 gyat
12) huruf a dilakukan melalul kegiatart:

a. pameran TTG;

b. lokakarya TTG;

c. temu Inventor/inovator TT( dan atau Investor,
d. forum komuniksasi posyantek;

widyawisata teknologi,

= 0

publikasi dan
festival/ pameran potcnsi pekon.
(4] Pelaksanaan pemasyarakalan TTG schagalmana

dimaksud pada ayat (2], dapat bekerja sama dengan
pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.



(1)

(2)

()

6)

{7)

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 13

Pernanfaalan TTG sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :

a. pelatihan;

b. pemberian bantuan; dan

Cc. pendampingan.

Pelatihan pemanfaalan 1T sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:

a. pelathan teknis,

b. pelatthan manajemernn;

¢. studi banding; dan

d. magang,.

Pcmberian bantuan pemanfaatan TTG  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat
dimnanfaatkan secara optimal oleh masyarakat rmelahu:

a. bantuan hibah; dan
h. dana bergulir.

Pemherian bantnan hikah atau  dana  bergulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan pemanfaatan TTG  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf ¢, dilakukan cleh
Posyantck dan Posyantckdes untuk memberdayakan
masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V
K¥XRJASAMA

Pa=sal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan
tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

(1)

Pagal 15

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. efisiensi;

b. efekuvitas;



(2)

(3)

(1}

{2)

sinerg,

saling mengimtungkan;

a o

o

kesepakstan bersama;
itikad baik;
mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;

|

= @

persamaan kedudukan;

ot

transparansi;

j-  keadilan; dan

k. kepastian hukum.

Kerjasama  scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat
paling sedilat :

a. subjek kerja sama;
objek kerja sama;

ruang lingkup kerja sama,;

a0 g

halc dan kewajiban para pihalg
jangka waktu kerja sama;
pengakhiran kerja sama;

keadaan memaksa; dan

oo oo

penyelesaian perselisthan.

Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), waib memuat pengalihan teknologi dari
sumber tcknologi kepada masyarakat.

BAB VI
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada
masyarakat dibentuk Posyvantek di Kecamatan dan
Posyantekdes di Pekon.

Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} merupakan lembaga kemasyarakatan
yvang mcmberikan pelayanan  tcknis, informasi dan
orientasi berbagai jenis TTG yvang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat.



(3) Pembentukan Posyantekdes di Pekon dilaknkan

sccara bertahap sesuai dengan kondisi  dan
perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat
Pekon bersangkutan.

Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan tcknis
kepada Posyantck dan Kepala Pekon berkewajiban
melakukan pembinaan teknis Kkepada Posyantekdes
melalui kegiatan sebagai berikut:

a.

I

(1)

(2)

memiasilitasi administrasi Posyantek dan
Posyantekdes;

memfasilitasi  pelaksanaan tugas Posyantele dan
Posyanteldes;

memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan
pihak lain; dan

memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Posyantekdes
sesuai dengan wewenangnya ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Posyantek dan Posyantekdes

Paszal 18

Posyantek mempunyai tugas:

a. memberikan pelayanan t{eknis, informasi dan
promosi jenis atau spesifikasi TTQG;

b. membanti pemetaan kebutuhan dan penglksjian
TTG; menjembatani masyvarakat sebagai
pengguna TTG dengan TTG;

c. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;

membetikan layanan konsultasi dan pendampingan
kepada masyarakai dalam penerapan TTG;

c. memfasilitasi penerapan TTG; dan

menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG,

Posyantekdes mempunysai tugas :

a. memberikan pelavanan teknis dalam pemanfaatan
TTG;

b. memberikan infermasi pemanfaatan dan
penggunaan TTC masyarakat dan usaha kecil;

c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
dan

d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.



Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pazal 19

(1) Kepengurusan Posyantek di  Kecamatan dan
Posyantckdes di Pekon berdasarkan hasil
mmusyawarah pengurus lembapa kemasyarakatan.

() Pengurus Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a.

oo oA 0 o

ketua berasal dari unsur masyarakat;

sekretaris berasal dari unsur masyarakat,

bendahara berasal dar unsur masyarakat;

seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyvarakat;
seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;

seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat,
dan

anggota.

Pas=al 20

(1} Ketua Posyvantek di Kecamatan dan Posvantekdes di
Pekon mempunyai tugas :

a.

b.

bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian
Posyantek;

menjalankan rencana  kegiatan  dan  rencana
anggaran yang telah disusun oleh pengurus;

menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

mengatur dan  mengkoordinir kegiatan yang
dilakukan oleh setiap Seksi;

mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang
dilakukan Posyvantek dan posyvantekdes kepada
Pembing;

memberikan masukan kepada Seksi dalam
penyusunan rencana kegiatan dan rencana
anggaran lahunan; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
kondisi, kebuiuhan dan perkembangan Posyantek,

[2) Sekretaris Posyantek dan Posyvantekdes mempunyail
tugas:

d.

b.

mengelola kesekretariatan Posyantek dan
Posyantekdes;

menyiapkan dekumen/arsip yvang diperlukan cleh
Pengurus Posyantek dan Poasyantekdes;



mencatat dan membuat laporan keuangan
Posyanick dan Posyantekdes; dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan Ketua
Posvantek dan Ketua Posyantekdes.

(3] Bendahara Posvantek dan Posyantekdes mempunyai

(4)

(3]

tugas :

a. mecrmbukukan keuangan posyantek dan
Posyantekdes;

b. membuat laporan keuangan posyantek dan

Posyantekdes;

menerima dan meyimpan kenangan posyvantek dan
Posyanlekdes;

membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek
dan Posyantekdcs.

Seksi Kemitraan mempunyal tugas scbagai berikut:

a.

b.

melaksanakan rencana kerja  sesual  bidang
tugasnya;

menjalin dan menjaga hubungan kerja sama
dengan sumber TTG (lembaga pemerintah,
perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain)
dan pemanfaatan/penggrina TTG;

mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG
bagi usaha masyaralat;

mclaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek dan
Ketua Pesyantekdes; dan

melaksanakan tugas lainnva sesuai dengan
kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek
dan Posyvantekdes.

Seksi pelayanan TTG mempunyai tupgas:

a.

melaksanakan rencana kerja  sesuai  bidang
tugasnya,

mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam
rangka pengenalan dan penggunaan TTG;

memberikan pendampingan dan  bimbingan
teknis penggunaan TTG kepada
pemantaat /pengguine TTG,

mclaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakulkan
Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek dan
Ketua Posyantckdes; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek
dan Posvantekdes.



{6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai
berikut:

(1}

(2)

b.

melaksanakan rencana kerja sesual  bidang
fugasnva;

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;

melakukan pendatasan penggunaan dan kebutuhan
TTG:

melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakulan
Seksi Pengembanpgan kepada Ketua Posyvantek dan
Ketua Posyantekdes; dan

melaksanakan tugas lainnva sesual dengan
kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek
dan Posyvantelides.

Bagian Keempat

Syarat Menjadi Pengurus Posyantek dan Posyantekdes

Pasal 21

Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai

berikut ;

a. mewakili unsur masyarakat;

h. memahami sosial ekonomi masyarakat [ebih
diutamakan memahami TTG;

c. peduli terhadap masyarakat dalam
mendayagunakan TTG;

d. aknof, kreatif dan inovatif;

e. memiliki kemampuan manajerial,;

f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;

g. memiliki kemampuan berkomunikasi sccara baik
dengan masyarakat setempat;

h. berpengalaman dalam mengelela dana dari
berbagal sumber;

i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak terceia, rendah
hati dan sabar;

j. berpengalaman dalam menjalin ketja sama

dengan lembaga terkait.

Persyaratan untuk menjadi pengurus Posyvantekdes
schagai berikut:

a.

mewalili unsur masyarakat;

memahami kondisi sosizl dan ekonomi
masyarakat;
berdomisili di Pelkon /Kelurahan lokasi

Posyantekdes;



ot

[t

peduli terhadap masyarakart dalam
mendayagunakan TTG;

aktif, kreatif dan inovatif;,
memilild kemampuan manajerial;
memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG,

memiliki kemampuan berkemunikasi secara baik
dengan masyarakat setempat;

berpengalaman dalam mengelela dana darn
berbagai sumber;

memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah
hari dan sabar; dan

berpengalaman dalam menjalin kerja  sama
dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima

Pemilihan Pengurus Posyantek dan Posyantekdes

Fasal 22

(1) Kepengurusan Posvantek dipilih secara musyawarah
dari tokoh masyarakat.

(2)

(3]

Pemilihan kepengurusan Pesyantek sebagaimana
dimaksud pada ayat {l], dibentuk Panitia Pernilihan
Calon Pengurus Posyanlek yang ditetapkan Kepala
Badan atas nama Bupati terdin dari :

a,
I.

camat selaku Ketua Panitia;

kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku
Sekretaris Panitia; dan

tokoh masyarakat sebanyak 3 {Hga)] orang selalu
Anggata Panitia dari unsuar LSM, Dunia usaha
dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan

tinge,

Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Pasyantek, meliputi:

a.

b,

menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan
Pengurus Posyantek;

mengumuamkan  persyaratan menjadi  Calon
Peogurus Posyantek;

menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon
Pengurus Posyantek;

melalcsanalkean pemilihan Calon Pengurus
Posyantek; dan

membual Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus
Posvantek.



()

(1)

(2

(3)

(4)

(1)

Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek
berakhir masa ftugasnya setelah Kepengurusan
Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

Fa=sal 23

Kepengurusan Pasyantekdes dipiiih secara
musyawarah dari tokoh masyarakat.

Pemilihan kepengurusan Posyantekdes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentulkt Panitia Pemilihan
Calon Pengurus Posyantekdes yang ditetapkan Kepala
Pekon terdin dari:

a. Sekdes selaku Ketua Panitia;

b. Kepala Seksi Pemerintahan selaku Sekretaris
Panitia; dan

¢. Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga} orang selaku
Anggota Panitia darli unsur L5M, Dunia usaha
danfatau dari kalangan Pendidikan/Perguruan
tinggi.

Tugas Panitia Pemilthan Pengurus Posyantekdes,
meliputi :

a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan
Pengurus Posvantekdes;

h. menpumumkan  persyaratan  menjadi Calon
Penpurus Posyantckdes;

¢. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon
Pengurus Posyantekdes;

d. melaksanakan pemilihan Calon Penpiris
Posyantekdes; dan

¢. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus
Posyvantekdes.

Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantekdes
berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan
Pasyantekdes ditelapkan oleh Kepada Pekon.

Pa=al 24

Panitia Pemilihan Calon Pengurus
Posyantek/Posyantekdes mengumumkan secara tertulis
persvaratan, wakm dan tempat pendaftaran menjadi
Calon Pengurus Posyantek/Posyantelkdes kepada warga
magyarakat.



{2)

(3)

(4)

(3]

(6)

(1)

{2)

(3)

(1)

Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon
Pengurus Posyvantek [Posyantekdes menyerahkan
persyaratan vang telah ditentukan, waktu pendaftaran
paling lama 7 {(tujuh) hart kerja dirmilai sejak tanggal
diumumkan Panitia Pemilibiaan Penpurus
Pogyantel f Posyantekdes.

Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar
menjadi Pengurus Posyantek fPosvantekdes sampai
batas waktu yang telah ditentukan, Panitia mcmbuka
kembali pendaftaran tahap kedua.

Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang
mendaftar menjadi Pengurus Posyaniek/Posyantekdes,
Panitia membuat Berita Acara yang isinya menvatakan
di Kecamatan/di Pekon bkersangkutan tidak ada Calon
Pengurus Posyantelk /Posyantekdes untuk disampaikan
kepada Bupati/Kepala Pekon.

Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yvang
mendaftar menjadi Pengurus Posyaniekdes, Panita
membuat Berita Acara vang isinya menyatakan di Pekon
bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantekdes
untuk disampaikan kepada Kepala Pekon.

Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas
persyaratan yang disampalkan, apabila ada berkas
yang belum lengkap, Panitia berkewsajiban menolak
berkasnya untuk dilengkapi.

Pagal 35
Proses pemilihan Calon Pengurus
Posyvantek fPosyantekdes dilaksanakan secara

demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar
menjadi Pengurus Posyantek/Posyantekdes sekurang-
kurangnya € jenam) orang.

Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyaniek
ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota
Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus
Posyantckdes ditandatangani oich Kctua, Sckretaris
dan Angegota Panitia dan selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Pekon.

Pasal 26

Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan
hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.



(2) Penetapan Penpgurus Posyantek sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara
resmi vang ditandai pengucapan sumpah /janji menurat
agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu
oleh Pejabat Negeri di hadapan Bupati.

Pasal 27

(1) Kepala Pekon menetapkan Pengurus Posyantekdes
berdasarkan hasil pernilihan yang dilaknkan di Pekon.

[2) Penetapan Pengurus Posyantekdes sebagaimana
dimaksud pada ayat {l) dilakukan dalam suatu acara
resmi yang ditandai pengucapan sumpah /janji menuruat
agama fkepercayaan masing-masing dengan dipandu
uleh Pejabat Pekon di hadapan Kepala Pekon.

Pasal 28

(1) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes
melaksanakan tugas terhilung sejak mengucapkan
sumpah fjanji dengan masa bakti selama 4 (empat)
tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan
sumpah /ianji Pengurus Posyantek periode berikutnya.

(2] Pengurus Posyantek dan Posyantekdes dapat dipilih
kembali untuk masa bakti 1 {(satu] periode herikutnya.

Bagian Keenam
Jenis Kegialan Posyantek dan Posyantekdes

Pasal 29

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek/Posyantekdes
rmeliputi:
a. inventarisasi TTG;
b. pelayvanan informas: TTG;
c. pendampingan TTG;

peragaan TTG; dan

pengembangan TTG.

Pasal 30

(1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 hurul &, bertujuan mendapatkan data,
informasi jenis dan kebutnhan TTG.

(2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b, bertujuan untuk
meningkatikan pemahaman masvarakat  dalam
menggunakan TTG melalui:



(3]

(4)

a. pemberian informasi langsung kepada
masyarakat vang datang ke
Posyantelk [ Posyantekdes | leaflet, brosur, spanduk,
iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan
etetronik; dan

b. menyediakan informasi jenis TTG melipuli harga
dan hasil produk TTG wyang diproduksi oleh
masyarakat.

Peragaan TT(G sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2% huruf d, bertyjuan untuk mensosialisasikan
suati jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara
lain melalui kegidlan pameran  dan  demonsirasi
pengounaan TTG.

Pengembangan TTG scbagaimana dimaksud dalam
Pazal 29 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa
dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG
dengan cara kerja ssama dengan swasta, lembaga
penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana Posyantek dan Posyantekdes

Pasal 31

Sarana dan prasarana yang harus dimniliki
Posyantek/Posyantekdes berupa !

a.
k.

(1)

(2)

(3)

(1)

sckretariat; dan

ruang pelayanan.
Pasal 32

Rekretariat Posvantek/Posyvantekdes sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses
masyarakat danfatau pengguna TTG.

Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk
memiltki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek
berada di Kantor Kecamatan.

Dalam hal belum memungkinkan Posvantekdes
untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariar
Pasvantekdes berada di Kanter Pekon.

Pasal 33

Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huraf b, untuk Sekretariat
Posyantek /Pasyantekdes ditata dengan baik dan sesuai
estetika agar membuat masyarakat dan/atau
pengguna TTG nyaman.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ruangan Posyantek/Posyantekdes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang -kurangnya
memiliki:

a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang
membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan
dalam rak buku;

b. ruang pertemuan danjalau  peragaan/pamer
produk TTG;

c. ruang bengkel TTG; dan
ruang penguras apabila dirnungkinkan,

diperuntulkkan bagi Pengurus
Posyantek /Posyantekdes melaksanakan
tugasnya dan  untuk  menyimpan  arsip
administrasi.

Untuk kelancaran Pengurus Peosyantek/Posyantekdes
melaksanakan kegiatan Sekretariat
Posvantek/Posyantekdes dilengkapi dengan
perlengkapan sebagai berikut:

a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kanter
untuk administrasi,

b. perangkat layanan informasi TTG — seperti
komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet,
DVD player, televisi, lemari koleksi rercetak {bulku,
leaflct, koran, majalah dan bresur) dan elektronik
(VCT, CD-ROM dan pangkalan data); dan

c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagisn Kedelapan
Hubungan Kerja

Pasgal 34

Hubungan kerja antara Posyvantek dengan Kecamatan
bersifat :

a. kemitraan:
b. konsultatifi dan

. koordinatif.

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan,
akuntabilitas, profesionalitas dan kelerpaduan.

Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga
kcemasyarakatan lainnya di  Kecamatan bersifat
konsultatif dan koordinatif.

Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan lembaga
kemasyarakatan lainnya di Pekon bersifat konsultatif
dan koordinatif.



9}

(6)

(1)

(2

(3]

(1)

(2)

(3)
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di Kecamatan hersifat kemitraan.

Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan mhak
lain di Pekon bersifat kemitraan.

BAR VII
PENGHARGAAN

Pasal 35

Inovasi Teknologi Tingkat Kecamatan yang dilakukan
oleh masvarakal mendapailkan penghargaan dari
Bupati atas usul Kepala Badan.

Inovasi Teknologi Tingkat Pekon yang dilakultan oleh
masyarakat mendapatkan penghargaan dari Kepala
Pekon dan Bupati atas usul Kepala Badan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
berbentuk:
a. sertifikat;

b. uang dan/atau barang sesual kemampuarn
kkeuangan Pelion/Keuangan daerah;

c. beasiswa bagi pelajar; dan

penghargaan lain sesuai kemampuan
Pekon/daerah.
BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 36

Bupati melaktukan pembinaan permnberdayaan
masvarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu,
konsisten dan berkelanjutan di Daerah.

Kepala Pekon melakukan pembinaan pemberdayaarl
masyaralat melalui pengelolaan TTG secara terpadu,
konsisten dan berkelanjutan di Pekon.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2}, meliputi:

a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
melahai pengelolaan TTG;

b. supervisi pemberdayaan  masyvarakat melalui
pengelolaan TTG;

¢. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
melalui pengelolaan TTG;



d. pemberian penghatgaan atas prestasi pemberdayaan
masyarakal melalui pengelolaan TTG; dan

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

Pasat 37

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Iasal 26 ayat {3) huruf a sampai dengan
huruf ¢ kepada Camat.

BAB IX
PELAPORAN

Paszl 38

(1} Kepala Pekon melaporkan pemberdayaan masyarakat.
melalui pengelolaan TTG di Pekon kepada Bupali
melalui Camat.

(2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui
pengelolaan TTG di Naerah kepada Gubernur dengan
tembusan Menteri Dalam Negeni.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 39

(1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui
pengelolaan TTG di Daerah dapat berasal dari
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-
surnber lainnya yang seh dan tidalk mengikat.

{2) Pendanaan pemberdayaan masyaralkat melalui
pengelolaan TTG di Pekon di danai dari dan atas
heban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang
hersumber dari dana APBN dan sumber-sumber lainnya
yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

(1) Pembiayaan kegiatan Posyantek yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

dana stimulan;

a

b. dana operasional
c. dana bantuan;
d

dana hibzah.
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Pasal 42

Perataran Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerinlahka_u

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal =5 toncme 2310

BUPATI] PRINGSEWL,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Lousiur 212

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dta

A. BUDIMAN ['M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018
NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewnu

IHSAN HENDRAWAN, S5.H

JDIH Kabupaten Pringsewn : htip:/ f{dih.pringsevukab.go.1d/
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